BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
huruf ¢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2022, maka diperlukan suatu pedoman kerja

berbasis risiko;

b. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perlu adanya
Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah
Kabupaten Lebong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lebong tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

Mengingat .

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4349);
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3. UT'\[]IIH}"‘-UHHHHH Nomor 12 Tnhun A “,(ﬂﬂh"r“”
Pembentukan Pernturan Perundnnp umlunp,nl‘Nnmnr B2,
Negara  Republik  Indonesin  ‘Tnhun 2011 wnin Nomo¥
Tambahan Lembaran Negarn Republik Imlnm.’F,lfntlnllﬂ
9234), sebagnimana telah "diubnh denpnn Undan ‘Undnn
Nomor 15 Tahun 2019 fentang Perubnhab /\"”"“,.ullllmn
Undang Nomor 12 ‘Tahun 2011 tentnnf b g Nepnrit
Peraturan  Perundang-undnngan l""”'h".m"'r mbnhan
Republik Indonesin Tahun 2019 Nomor IHQ""JH "
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 63 )i

23 T 2014  tentanb
g lllh“”Nr'p,nru Rr!puhlilt

Tnmhnhan ,embaran

4. Undang-Undang  Nomor
Pemerintahan  Daernh  (Lembaran

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, ket hagnimana
Negara Republik Indonesin Nomor 5587), sebif

telah  diubah  beberapn  kali ternkhir  dengan Un(lnn:-';1
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang, Hubungan Keuangs h
Antara Pemerintah  Pusat dan  Pemerintahan Daern

(Lembaran Negarn Republik Indonesin Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor

6801);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan Dncrqh
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021
tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomrr(?)q
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11. Peraturan Daerah Kabupaten chOﬂsusunnﬂ
2016 tentang Pembentukan dan = ebong cratumn

Daerah (Lembaran Daerah Kﬂb'-'p‘,"cnh denga? ntang
Nomor 10), sebagaimana telah diuba ahun 2021 € pong
Daerah Kabupaten Lebong Nomor | Kabupd na
Perubahan Atas Peraturan aerah \kn d i ng
Nomor 10 Tahun 2016 tentang Embe““}ia upa bo
Perangkat Daerah (Lembaran Dacrah
Tahun 2021 Nomor 1);

entans

13. Peraturan Bu ati Lebong Nomor ~=, a
2 an Tata Kerj@ Perans dengan

Susunan Organisasi

Kabupaten Lebong, telah
Peraturan Bupati Lebong Nomor
Perubahan Atas Peraturan ngatll Le e
2016 tentang Susunan Organisasl dan Tata

Daerah Kabupaten Lebong;
tentang

Tahun 2017
Daerah

¢ Lebong Nomor 46
it e Inspektorat

14. Peraturan Bup !
Fungsi

. Penjabaran Tugas dan
Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN :

KERJA
Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PROGRAM
i’ PENGAWASAN TAHUNAN  (PKPT) INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
& 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom,;

Kepala Qaerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lebong;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;

Inspektorat Daerah Kabupaten Lebong yang selanjutnya disingkat

Inspektorat adalah Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang

bertanggungjawab langsung Kepada Bupati;

6. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses
kegamnryangddltujukan menjamin agar pemerintahan daerah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan
e g, Undamgan: ketentuan Peraturan

7. Pengawasan Fungsional tcrhadap Penyelenggara Pemerintah Kabupaten
Lebong adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan
Pemerintahan Daerah yang berjalan sesuai dengan rencana, kentent d

. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; ' Han dan

. Pemeriksaan adalah salah satu bent “eg
. uk kegiatan pengawasa
dllgl_csanakan der_lgan menggunakan seluruh prosedurpaugit dannt{{ar.lg
audit, membandingkan antara peraturan/ketentuan, rencana vy
t:arget sistem dan prosedu{ yang seharusnya dengan l-cc;n disi atau, kpmgram,
yang terjadi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/unit ke;?a;zﬁn

g

bersangkutan;
: q | 8acian
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14. Pegawai Daerah adalah Pegawa

3 1. , a ﬂﬂpc
Pemeriksaan Reguler adalah kegiatan pemeriksaan terhad ?ﬂ sa a dan
daya manustés

pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, sumber

prasarana serta metode kerja; ngatur jadwﬂl

PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang me

dan sasaran Pemenksaan Reguler; ukan kegiatan

SOP adalah petunjuk yang digunakan untuk melak

pengawasan fungsional; ) ang dilakukan

Pemeriksaan Khusus/Kasus adalah kegiatan pcmcnka!ﬂﬂ b %i dan lain-

sewaktu-waktu seperti penanganan kasus pengaduan, investigd

lain vang tidak tertuang dalam PKPT, ' _ aan
13. [ﬂpo!‘angHaSII Pemeriksaan adalah laporan atas hasil kegiatan pe]gzﬁnya

pemeriksaan terhadap  objek pemeriksaan j:rnng i e ~tribut

mengungkapkan fakta, data dan kejadian yang terjadi dengan urnl ai

sebab akibat dan rekomendasl disamp

temuan: kondisi, kntena,

kepada pejabat vang berwenang untuk menindaklanjuti; Ai Badan

i Negeri Sipil Daerah dan Pegaw
Layanan Umum Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Lebong.
BAB II

POKOK-POKOK PEMBINAAN D
Pasal 2

AN PENGAWASAN

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah tahun 2022 meliputi:

a. Fokus Pembinaan dan Pengawasan
yang disusun berbasis prioritas dan risiko;

b. Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Penyelen
Daerah; dan

c. Jadwal pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.
Fokus Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan sasaran Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b diarahkan sesuai dengan tema rencana kerja pemerintah
tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) diuraikan

dalam:
a. Pembinaan dan pengawasan umum;

b. Pembinaan dan pengawasan teknis; dan
c. Pemhinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah.

Uraian Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ggaraan Pemerintahan

BAB Il
TUJUAN PENGAWASAN
Pasal 3

Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lebong

Tahun 2022 bertujuan untuk:
Memberikan pedoman dalam melaksanakan penugasan

2.

pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong;

Mengatur jadwal pengawasan/pemeriksaan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Lebong.

R/ BACIAN
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BAE IV
ASPEK PENGAWASAN

Pannl 4
4 'h
. eilranan ,qud]d
Aspeke manajemen yang  menjadi  ruang  lingkup P"m”"_lf:;'n,mn tugAas
i ; ak e -
memperbaiki dan meningkatkan mutu penanganannys pela |olaan

. in, penge
pokok, pengelolann keunngan, pengelolann sumber daya manusiz, pe

sarana prasarana dan pelayanan publik. b (1 meliputi:

Aspele yang menjadi perhatinn sebagaimana dimaksud pada ayat (’ J ];;sgiatan

A, Aspek tugans pokok dan fungsi instansi termasuk l""l"’k"”m'mn o
penyelenpgarann Pemerintah Daerah dan Pemerintahan Desa;

b, Aspek penpelolann keusngan,

c. Aspek pengelolaan sumber days manusia; dan

d. Aspek pengelolaan barang daerah,

BAB V
FOKUS PENGAWASAN
Pasal 5
Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah dilakukan
oleh Inspektorat Daerah, dengan fokus: o B
1. Pelaksanasn urusan pemerintahan  yang menjadi kewenangan daeran

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dilakukan terhadap program, kegiatan, sub kegiatan yang

tereantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan./a.tau
rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2022 dengan sasaran prioritas
dacrah yang memiliki risiko tinggi dan daya ungkit untuk meningkatkan

perekonomian daerah, seperti urusan pariwisata dan urusan pangan. o

Pelaksanaan pembinasn dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan dacrah dilakukan dalam bentuk:

a. Pemenksaan ketaatan  terhadap  ketentuan peraturan  perundang-
undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau

b. Pemeriksaan kinerja.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja dacrah, meliputi

a. Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Rencana Keuangan
Daerah:

1) Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah;
2) Rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah,
3) Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas Plafon Anggaran
Sementara; dan
4) Rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
b. Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
1) Akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah;
2) Akuntabilitas pengelolaan belanja daerah;
3) Pengelolaan pembiayaan daerah;
4) Pengelolaan manajemen kas dan persediaan; dan
5) Pengelolann barang milik daerah,
Keviu Laporan Keuangan,
d, Kegiatan Pengawasan Lainnya,
1) Probity Audit;
2) Keviu Laporan Kinerja,
3) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4) Audit Dengan Tujuan Tertentu;
5) P‘r:rhii,urfy,'m Kerugian Keuangan Negara;
6) Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang berbasis Gender;

o

Ay

BAGIAN
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7) Audit Pengelolaan Keuangan Desa; dan
8) Audit Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan Peengelolaan  Dana
Bantuan Operasional Sekolah.
3. Penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan integritas:
a. Pengendalian Gratifikasi;
Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
¢. Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
d. Asistensi pembangunan Reformasi Birokrasi, 1
e. Capaian aksi pencegahan koru psi yang dikoordinasikan oleh strategl
nasional pencegahan korupsi;

{. Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintcgrasi
vang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi;

g. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;

h. Audit Investigatif;

[

Tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pcmcnntﬂh
dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/ pengaduan
masyarakat yang berindikasi koru psi; dan '

j.  Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa

keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas intern
“~N pemerintah.
4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah:

a. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah level 3;

b. Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

c. Penerapan manajemen risiko; dan

d. Pendidikan profesional berkelanjutan.

BAB VI
SASARAN PENGAWASAN
Pasal 6

Sasaran pengawasan meliputi:
1. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah

dengan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah
daerah;

2. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir
7'\ rencana kerja pemerintah daerah;,
3. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program,

kegiatan dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja pemerintah
daerah;

4. Pengujian atas kesesuaian rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah
dengan rencana kerja pemerintah daerah,

5. Pengujian atas penyusunan substansi antar bab pada rancangan akhir
rencana kerja perangkat daerah;

6. Pengujian atas kesesuaian indikator dan target kinerja dengan program,
L(egiz;than dan sub kegiatan dalam rancangan akhir rencana kerja perangkat

aer '

7. Pengujian konsistensi/ keselarasan rancangan kebijakan umum anggaran dan
priorotas plafon anggaran sementara dengan peraturan kepala daerah tentang
rencana kerja perangkat daerah,;

8. Pengujian kaidah penganggaran dalam kebijakan umum anggaran dan
priorotas plafon anggaran sementara, meliputi Pendapatan daerah, Belanja
daerah, Pembiayaan daerah; i .

9. Pengujian konsistensi/ keselarasan rencana kerja anggaran satuan kerja
perangkat daerah dengan kebijakan umum anggaran dan priorotas plargn

anggaran sementara dan peraturan kepala daerah tent j
perangkat daerah,; Py RGeS

BAGIAN
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10. Pengujian kaidah penganggaran dalam rencana kerja anggaran satuan kerja
perangkat daerah yang meliputi pendapatan daerah, belanja daerah,
pembiayaan daerah dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan
dalam peraturan kepala daerah tentang rencana kerja perangkat daerah;

11. Akuntabilitas pelaksanaan pemungutan mulai dari penghimpunan cllata_obJER
dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retrlb}.lSl Ya_nf:
terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib paja

atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya, . -
12. Kepatuhan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan paja
retribusi daerah untuk belanja daerah;
13. Kesesuaian pembayaran insentif pemungut
perundang-undangan yang berlaku;

14. Penagihan piutang daerah; . o
15. Akuntabilitas pelaksanaan pengelola belanja sesuai dengan urusan yang tela

menjadi kewenangannya dan/atau telah memiliki dasar hukum yang
melandasinya,; :

16. Akuntabilitas belanja yang memiliki potensi risiko koru psi, yaitu:

a. Hibah dan bantuan sosial.
b. Pengadaan barang dan jasa. dan
c. Perjalanan dinas

17. Pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal daerah telah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

18. Sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka realisasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah, Pengelolaan deposito, Pengelolaan
persediaan, Administrasi pencatatan kas di bendahara Bantuan Operasional
Sekolah;

19. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Penggunaan, Pemanfaatan,
Pengamanan dan pemeliharaan, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

20. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak
ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan Kkeuangan
disajikan berdasarakan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan, khususnya terhadap pengelolaan
kas daerah, persediaan, dan pencatatan piutang;

21. Pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai signifikan dan strategis;

22. Memberikan keyakinan secara terbatas atas laporan kinerja bahwa laporan
kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;

23. Memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan
informasi kinerja dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

24. Kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk
dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;

25. Meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan
gender;

26. Efektivitas pengelolaan keuangan dan aset desa, pengelolaan keuangan badan
usaha milik desa, konsistensi rancangan anggaran pendapatan dan belanja
desa dengan rencana kerja pemerintah desa, kualitas belanja desa, pengadaan
barang dan jasa di desa, dan pemantauan atas penyaluran dana transfer ke
desa serta capaian keluaran desa;

27. Optimalisasi tugas dan fungsi unit pengendalian gratifikasi, berdasarkan
kebijakan komisi pemberantasan korupsi meliputi:

a. Penanganan laporan penerimaan/penolakan gratifikasi dari pegawai negeri
dan/atau penyelenggara Negara;
b. Implementasi program pengendalian gratifikasi, meliputi:
1) Pre-implementasi:
a) Perolehan komitmen pimpinan instansi;

b) Penyusunan ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi; dan
c) Pembentukan unit pengendalian gratifikasi.

pajak dengan ketentuan
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.
38.

2) Implementasi:
a) Penyusunan rencana kerja implementasi program pengen
gratifikasi;
b) Diseminasi ketentuan/kebijakan pengendalian gratifikasi;
¢) ldentifikasi dan analisis risiko penerimaan gratifikasi; dan
d) Respon/penanganan risiko penerimaan gratifikasi.
3) Pasca Implementasi: )
a) Monitoring dan evaluasi implementasi program pengendahan
gratifikasi; dan
b) Tindak lanjut hasil monitoring
pengendalian gratifikasi.
Meyakinkan dukungan pemerinta
penilaian integritas dan pendampingan tin

integritas kepada seluruh perangkat daerah; .
Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan

reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi
birokrasi;
Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area
penguatan pengawasan, meliputi:
a. Sistem pengendalian intern pemerintah;
b. Kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta
kekavaan aparatur sipil negara;
Penilaian internal zona integritas;
Penanganan benturan kepentingan;
Penanganan laporan pengaduan; dan
g. Penanganan pengaduan masyarakat.
Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh tim nasional pencegahan
korupsi, meliputi:
a. Percepatan implementasi kebijakan satu peta;
b. Integrasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik; dan
c. Implementasi elektronik payment dan elektronik catalog.
Keterapatan waktu dan kehandalan laporan atas pelaksanaan aksi
pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh
komisi pemberantasan korupsi, meliputi:
Perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah;
Pengadaan barang dan jasa,
Pelayanan terpadu satu pintu;
Aparat pengawas intern pemerintah;
Manajemen aparatur sipil negara;
Optimalisasi pajak daerah;
Manajemen aset daerah; dan

. Tata kelola desa.
Meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah
bersih dari pungutan liar;
Penanganan pengaduan yang terkait penyalahgunaan wewenang, hambatan
dalam pelayanan mas_yzilra\.kat, indi}{asi korupsi kolusi dan nepotisme,
dan/atau pelanggaran disiplin pegawai,
penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu
pada perjanjian kerja sama antara aparat pengawas internal pemerintah
dengan aparat penegak hukum;
perhitungan kerugian keuangan negara/daerah;
Temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya;
Penilaian mandiri terhadap 6 (enam) elemen yaitu:
a. Peran dan layanan aparat pengawas intern pemerintah;
b. Pengelolaan sumber daya manusia; ’
c. Praktik professional;

dalian

dan evaluasi implementasi program

h daerah dalam pelaksanaan survey
dak lanjut hasil survei penilaian
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d. Akuntabilitas dan manajemen kinerja;

e. Budaya dan hubungan organisasi; dan
f. Struktur tata kelola.

39. Quality asurance kehandalan pelaksanaan sistem pengendalian internal
pemerintah di lingkungan pemerintah daerah, yaitu lingkungan pengendalian,
penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan
pemantauan pengendalian intern.

40. Asistensi penerapan manajemen risiko indeks, yaitu:

a. Infrastruktur
1) Kepemimpinan,
2) Strategi dan kebijakan manajemen;
3) Sumber daya manusia,
4) Kemitraan; dan
5) Proses manajemen risiko.

b. Hasil
1) Aktivitas penanganan risiko; dan
2) Outcomes.

41. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis dengan tema:

Probity Audit;

Pengadaan barang dan jasa;

Audit pengadaan barang dan jasa;

Audit kinerja;

Perencanaan dan pengawasarn berbasis risiko;

Penerapan manajemen risiko;

Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;

Teknik reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan

daerah;

Audit investigasi;

Pemeriksaan penerapan standar pelayanan minimal;

Pemeriksaan dana alokasi khusus fisik;

Sertifikasi certified of government chief audit executive (CGCAE); dan

. Pendidikan sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.
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BAB VII
RUANG LINGKUP
Pasal 7

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dilaksanakan terhitung sejak tanggal 1
Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

BAB VIII
OBJEK PENGAWASAN
Pasal 8

Objek Pengawasan meliputi :
1. Sekretariat Daerah/ Dinas/ Badan/ Sekretariat DPRD/ Kantor/ Kecamatan/
Kelurahan/ Desa/ Sekolah/ UPTD; dan

2. Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Lebong.

BAB IX
PERSONIL DAN DANA PENUNJANG
Pasal 9

Personil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) o

. ; : yang mempunyai jabatan
fungsional fa\udltor, P2UPD dan/atau pihak lain yang diberi tuzas,ywe\irenang
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama

APIP,
BAGIAN
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9. Dana Penunjang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Lebong.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 10

Output hasil pemeriksaan terdiri dari :
1. Kertas Kerja Pemeriksaan/ Reviu/ Evaluasi/ Mon
2. lLaporan Hasil Pemeriksaan / Reviu/ Evaluasi
lainnya dalam bentuk surat dan/atau bab;
3. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

itoring/ Pengawasan lainnya;
/ Monitoring/ Pengawasan

Pasal 11

Batas waktu pelaporan adalah:
1. Penyusunan Laporan Hasi
Pengawasan lainnya paling lambat 1

pemeriksaan,; o
2. Laporan Hasil Pemeriksaan/ Reviu/ Evaluasi/ Monitoring/ Pengawasan

lainnya telah disampaikan kepada Objek Pemeriksaan paling lambat 1 (satu)
minggu setelah penyusunan laporan.

asi/ Monitoring/

| Pemeriksaan/ Reviu/ Evalu
lah pelaksanaan

(satu) minggu scte

BAB XI
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN
Pasal 12

1. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan adalah kegiatan pemantauan untuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan rekomendasi yang disampaikan dalam
laporan ditindak lanjuti oleh objek pemeriksaan;

2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
sudah selesai ditindaklanjuti paling lama 60 (enam puluh) hari sejak laporan
Hasil Pemeriksaan diterima oleh objek pemeriksaan yang bersangkutan;

3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan wajib dilakukan dan dituangkan
dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut;

4. Tingkat penyelesaian tindak lanjut yang dilaksanakan oleh objek
pemerikasaan dituangkan dalam berita acara pemantauan tindak lanjut.

BAB XII
KOORDINASI PENGAWASAN
Pasal 13

Untuk mcmpcrolf_:h masukan dalam meningkatkan kinerja, Inspektorat dapat
mglakukan koor’dmasi dengan lembaga pengawas fungsional seperti BPK, BPKP,
Irjen Kemendagri, Inspektorat Provinsi atau Lembaga Pengawas Fungsional lainnya.

BAB XIlII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini

. pati Iini, sepanjang mengenai i
dan Perubahan Teknis pelaksanaan Pengawasan Intern Penj'ieriitah E.knm :ie.kms
lebih lanjut dengan Keputusan Inspektur. an diatur

U BAGIAN | '
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Pasal 15

Peraturan iini

Agar Sc“anjupﬂ“ Nl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Bupati ini (} orang mengetahuinya, memerintahkan pengun
Cngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate

Ditetapkan di Tubei -
pada tfmggal 3 Januari 20

%BUPA’T LEBONGv%

% KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 Januari 2022

SERRETARIS DAERAH

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2022 NOMOR 2

PEMERINTAR HASURA L ERONG
BACIAN HL

By, pk HIN L~
PENELAR 0 - TAUN l%/
EARIEE I
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